SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Peraturan

Bupati Pulau Morotai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



Mengingat

—

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4937);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
NegaraRI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah ketiga kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);



15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4693);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 17);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.660.910.147.967,00 bertambah

sejumlah Rp.57.105.012.053,00 sehingga menjadi Rp. 718.015.160.020,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 660.910.147.967,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 57.105.012.053,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 718.015.160.020,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 674.557.819.663,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 68.138.420.843,19
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 742.696.240.506,19

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (24.681.080.486,19)



3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp 16.147.671.969,00
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 11.033.408.790,19
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 27.181.080.486.19

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 2.500.000.000,00

2). Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 24.681.080.486,19

Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00
Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Pelaksanaaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI PULAU MOROTAI

ttd
BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal, 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

Satinan sesuai dengan aslinya
P KEPALABAGIAN HUKUM DAN HAM,

. X/_\

SULAINAN BASRI, SH
NiP-197606062011011003
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